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Pasal 28c ayat (I) undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 
1 45 bab XA tentang Rak Asasi Manusia menyebutkan "setiap orang berhak 
mendapat pendidikan dan memperoleh mendapat pendidikan dan memperoleh 
Iriemfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
Irl.eningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Oleh 
kb.rena itu, sudah sepantasnyalah pemerintah menyediakan fasilitas dan 
memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya tampa terkecuali untuk 
Iriemperoleh pendidikan sebagai wujud penegakan hak asasi manusia dalam 

I . ssstem zonasi. I Sistem zonasi merupakan suatu sistem yang mengharuskan sekolah untuk 
menerima semua calon peserta didik yang mendaftar sesuai zonasinya tanpa 
tclrkecuali. Hal ini juga mengarahk:an siswa untuk mendaftar di sekolah yang 
tdrdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga. 
tjengan demikian dapat meminimalisir siswa pintar terkumpul di satu sekolah 
yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit I Dalam proses pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini SMA Neg 2 Sinjai 
mempersiapkan tenaga pendidik mereka dengan mengadakan pelatihan dan 

~

Jrkshop untuk meningkatkan kompetensi mengajar guru. Selain itu sekolah 
enyediakan laboratorium, jaringan internet serta perpustakaan untuk membantu 

si wa dalam belajar serta mencari bahan pembelajaran. Hal ini mengingat 
heterogenitas siswa hasil dari sistem zonasi. Untuk itu perlu upaya lebih dalam 
~embantu siswa yang memiliki kemampuan dibawah KKM. Perbaikan kualitas 
layanan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada karena adanya 
kebijakan sistem zonasi. 

J Dalam hal ini SMA Neg 2 Sinjai mendukung adanya sistem zonasi ini. Hal 
ini juga dikarenakan tujuan dari kebijakan ini untuk pemerataan, sehingga 
pJiaksana mendukung untuk terlaksananya kebijakan ini. Selain itu dengan adanya 
si!tem zonasi input dari masing-masing sekolah menjadi heterogen. Untuk itu 
sekolah berusaha membangun sikap kreatifitas guru dalam mengajar dengan 
mbngadakan workshop, serta menumbuhkan motivasi guru dalam mengajar. 
K~rena untuk menghadapi heterogenitas siswa ini diperlukannya motivasi clan 
kr'Fativitas guru untuk membantu siswa agar terpacu untuk berprestasi, Jadi, 
mbtivasi ini tidak hanya diberikan kepada siswa saja. Namun, kepada guru sebagai 
pcindidik juga perlu adanya pacuan semangat. Suatu kebijakan ini akan dikatan 
gdgal ketika sebuah kebijakan tidak terimplementasikan. 

Jta Kunci: Pemenuhan HAM, Pendidikan, Sistem Zonasi 

I 

ABSTRAK 
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In this case SMA Neg 2 Sinjai supports this zoning system. This is also because 
the purpose of this policy is for equity, so that the implementer supports the 
ifuplementation of this policy. In addition, with the zoning system, the input of 
ebch school becomes heterogeneous. For this reason, the school tries to build 
t6acher creative attitudes in teaching by holding workshops, as well as fostering 
tlacher motivation in teaching. Because to deal with the heterogeneity of students, 
i~ requires teacher motivation and creativity to help students to be motivated to 
abhieve. So, this motivation is not only given to students. However. teachers as 
educators also need a race of enthusiasm. A policy is said to fail when a policy is 
n6t implemented. 

~ 
Keywords: Fulfillment of Human Rights, Education, Zoning System 

ij ,, 

In the process of implementing this zoning system policy, SMA Neg 2 Sinjai 
rrepares its teaching staff by holding training and workshops to improve teacher 
teaching competence. In addition, schools provide laboratories, internet networks 
Jnd libraries to assist students in learning and finding learning materials. This is 
Jonsidering the heterogeneity of students resulting from the zoning system. For 
that we need more efforts to help students who have abilities below the KKM. 

I 
Service quality improvement is carried out to overcome existing problems due to 
I 

the zoning system policy. 

The zoning system is a system that requires schools to accept all prospective 
tudents who register according to their zoning without exception. This also 
· rects students to register at the school closest to their domicile or the address 

isted on the family card. Thus, it can minimize smart students gathered in one 
lchool which has been called the favorite school 

Article 28c paragraph (1) of the 1945 constitution of the Republic of Indonesia 
chapter XA on Human Rights states that "everyone has the right to education and 
to receive education and to benefit from science and technology, art and culture, 
in order to improve the quality oflife and for the welfare of mankind". Therefore, 
it is appropriate for the government to provide facilities and provide opportunities 
or all citizens without exception to obtain education as a form of upholding 
uman rights in the zoning system. 

The Fulfillment of Human Rights on the Justice of Education in the Zoning 
System at SMA N 2 Sinjai. Essay. The Sociology Education at the Faculty of 
Teachery and Education Science at the University of Muhammadiyah 
Makassar • First adviser kaharuddin, Second adviser Dr. Jamaluddin. 

ABSTRACT 
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~- 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan proposal ini tidak 
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A. Latar Belakang 

Konstitusi Negara kesatuan republic idonesia (NKRI) khususnya 

Alinea keempat pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa. salah satu tujuan 

pembentukan pemerintahan indonesia adalah untuk memajukan kesejahtraan 

umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hal tersebut maka 

sudah selayayaknya hak atas pendidikan di pahami sebagai bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari tujuan pembentukan Negara Indonesia. Pasal 28c ayat 

(1) undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 bab XA 

tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "setiap orang berhak mendapat 

pendidikan dan memperoleh mendapat pendidikan dan memperoleh memfaat 

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia", Oleh karena itu, 

sudah sepantasnyalah pemerintah menyediakan fasilitas dan memberikan 

kesempatan kepada seluruh warga negaranya tampa terkecuali untuk 

memperoleh pendidikan sebagai wujud penegakan hak asasi manusia 

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan 

merupakan anugrah yang wajub dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 

oleh Negara, hukum, pemerintah clan setiap orang. Secara formal konsep 

mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 desember 1948, 

, ketika PBB memproklamasikan deklarasi universal HAM. 

1 

BABI 
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Secara eksplisit, Hak Asi Manusia adalah suatu yang melekat pad.a 

manusia, yang tampanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, 

sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Menurut 

Musthafa Kemal Pasha (2002:129) menyatakan bahwa yang dimaksud ham 

adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada 

esensinya sebagai anugrah Allah. Sedangkan menurut Tilaar dalam syarbaini 

dkk (2006: 128) HAM adalah hak-hak yang melekat pad.a diri manusia, dan 

tampa hak-hak itu rnanusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak 

tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam 

kehidupan masyarakat. 

Berhubung Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang 

dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, 

maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber 

dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai 

pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak 

bisa dikurangi (non derogable rights). Oleh karena itu, yang diperlukan dari 

negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan 

terhadap hak asasi manusia tersebut. 

Berdasarkan pada tujuan negara sebagai yang terkadung dalam 

pembukaan DUD 1945, negara menjamin dan melindungi hak-hak asasi 

manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan 

hidupnya baik jasmaniah rnaupun rohaniah, antara lain berkaitan dengan hak 

asasi bidang poltik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. 

2 



berbagai bidang kehidupan. 

manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam 

perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi 

Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meningkatkan 

Manusia sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 dan Piagam Perserikatan 

tujuan Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan 

Tahun 1993, pada tanggal 7 Juni 1993 kemudian dikukuhkan melalui 

presiden Soeharto telah dibentuk KOMNAS HAM melalui Keppres Nomor 5 

perlindungan HAM mengalami kemajuan. Antara lain sejak kepemimpinan 

Dengan demikian sejarah kenegaraan Indonesia pelak:sanaaan 

ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. 

nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan 

pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keaneka ragaman tata 

hak asasi manusia adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap 

Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan internasional pelaksanaan 

XVII/MPR/1998). 

orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum.(Tap MPR No. 

Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan 

dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia hanya dapat 

dengan diberlakukannya prinsip-prins ratifikasi berbagai instrumen 

Upaya pengembangan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat 

4 



Penegakan HAM di Iingkungan pendidikan mewujud dalam bentuk 

hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga 

pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi hak 

tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan, dalam pengertian 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat 

mengikuti pendidikan. Dalam hal ini, Tomasevski (2001) melihat bahwa isu 

pemerataan ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk bisa 

melaksanakan pendidikan yang memenuhi skema 4 A, yaitu available 

(tersedia), accessible (terjangkau), acceptable (diterima), dan adaptable (bisa 

beradaptasi). Ketersediaan berhubungan dengan pengadaan sekolah-sekolah 

yang cukup untuk menampung seluruh anak yang akan bersekolah. 

Penyediaan sekolah demikian akan terkait dengan masalah dana yang 

disediakan, ketersediaan tenaga guru, dan penjagaan mutu pendidikan. 

Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa 

dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, 

kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan seorang anak untuk tidak bisa 

bersekolah. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis merupakan 

suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan ini. Hal lain 

yang berkaitan dengan keterjangkauan adalah masalah tempat dan waktu 

penyelenggaraan pendidikan. Ini berarti j angan sampai anak tidak bisa 

menjangkau sekolah karena letaknya terlalu jauh clan jangan sampai waktu 

anak untuk bersekolah terhalang oleh kegiatan lain, seperti saat ia diharuskan 

bekerja sambil bersekolah. Keterjangkauan juga berkaitan dengan masalah 

5 



serta harus diberikan kepada seluruh umat manusia di Indonesia. 

HAM yang perlu dijaga, karena marupakan hak hakiki yang harus dilindungi 

pendidikan didalamnya dimana pendidikan merupakan bagian penting dari 

khorelasi clan perlindungan tersebut maka hukum harus mengikat HAM dan 

bangsa dan Negara Indonesia adalah hukum, dimana untuk menjaga 

Yang menjadi dasar penting hubungan pendidikan dan HAM dalam 

individu sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang tinggi. 

clan bermartabat. Hak mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi bagi setiap 

mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi Iebih baik 

Negara berhak mandapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna 

ayat (1) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa: setiap warga 

penting dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang tertera dalam pasal 31 

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki perang 

perlu menghasilkan Iulusan yang siap untuk berkiprah di masyarakat. 

adalah relevansi tujuan dengan kebutuhan rnasyarakat. Lembaga pendidikan 

sehari-hari di masyarakat. Hal lain yang berhubungan dengan adaptasi ini 

pengakomodasian terhadap keragaman dalam budaya dan adat kebiasaan 

berlangsungnya pendidi.kan tersebut. Adaptasi tersebut misalnya saja berupa 

rnemungkinkannya untuk beradaptasi dengan situasi di tempat 

Pendidikan juga perlu dilaksanakan dengan cara yang 

terhadap ras, suku, agama, atau golongan yang bersifat minoritas. 

diskrirninasi. Pendidikan hendaknya tidak terhalang oleh diskrirninasi 

5 



Pendidikan sangatlah penting bagi anak didik mengingat pendidikan 

dapat menjadi modal anak untuk melanjutkan masa depan mereka serta dapat 

memperbaiki pola perilaku anak. Hak pendidikan termasuk hak dasar yang 

telah diakui dan diatur dalam unclang-undang dasar Negara republic Indonesia 

tahun 1945 karean fungsi pendidikan penting bagi kualitas sumber daya 

manusia. Pendidikan merupakan modal awal manusia dalam membangun 

masa depan, maka dari itulah pendidikan menjadi kewajiban Negara untuk 

menyediakannya. 

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar clan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangk:an potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat. 

Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju 

mundumya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada 

pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh 

Harahap dan Poerkatja, pendidikan adalah usaha yang secara sengaja dari 

orang tua yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggun jawab dari 

moril dari segala perbuatannya. Pendidikan akan memberikan dampak positif 

bagi para generasi muda dan juga pendidikan akan menyiapkan generasi yang 

baik clan bagus bagi negaranya. Maka dari itu para pendidik harus 

membutuhkan ke uletan dan kesabaran dalam menjaganya. 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 pasal 

maka sekolah harus mengadakan penerimaan peserta didik baru. Menurut 

pendidikan. Agar sekolah tetap bisa menjalankan sistem pendidikannya, 

oleh satuan pencliclikan guna diterima sebagai peserta diclik dalam satuan 

dimana terjaclinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan 

mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu 

( daringlonline). 

pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem ini diterapkan 

dalam PPDB mekanisme luar jejaring (luringloffline) clan dalam jejaring 

sistem pendidikan, yaitu dengan melakukan sistem zonasi pada saat 

dengan sistem pendiclikan, saat ini telah dilakukan pembaharuan terhadap 

terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional''. Terkait 

pencliclikan nasional adalah keseluruhan komponen pendiclikan yang saling 

Sistem Penclidikan Nasional pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa "Sistem 

memiliki kesetaraan kualitas. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa 

penclidikan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara 

pendidikan yaitu dengan melalui pemerataan pendidikan. Perbaikan sistem 

pencliclikan yang berkualitas. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas 

penclidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan 

mutu penclidikan clan pembaharuan sistem pendidikan. Peningkatan layanan 

Kualitas layanan pendiclikan dapat clitunjukan dengan peningkatan 
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Pada pelaksanaan PPDB online yaitu melalui laman (website) resmi 

PPDB pada masing-masing daerah. Sekolah yang diselenggarakan oleh 

2 tentang Penerimaan Peserta Didik Baro pada Taman Kanak-Kanak, 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat menyebutkan 

bahwa tujuan PPDB adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru 

berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi 

sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dengan adanya 

Permendikbud tersebut, maka setiap pemerintah daerah wajib membuat 

kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas peraturan menteri tersebut. 

Untuk mendukung pelaksanaan kegiataan PPDB tersebut Dalam 

Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB pasal 2 

terdapat azas dan tujuan pelaksanaan PPDB. Adanya peraturan berupa pergub 

dan juknis PPDB ini sebagai bentuk dari kesungguhan pemerintah dalam 

melaksanakan kegiatan PPDB dengan sistem zonasi. 

Pelaksanaan PPDB ofjline terdapat beberapa jalur, yaitu jalur Prestasi, 

jalur Mitra Warga, jalur Bidik Misi, dan Jalur Inklusif Jalur prestasi yaitu 

bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi baik di bidang akademis 

maupun non akademis. Jalur mitra warga yaitu untuk calon peserta didik yang 

berasal dari keluarga kurang mampu. Jalur bidik misi yaitu biaya pendidikan 

peserta didik miskin yang berprestasi. Sedangkan jalur inklusif yaitu bagi 

calon peserta yang berkebutuhan k:husus dengan tingkatan tertentu di sekolah 

umum atau reguler. 
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Sistem zonasi merupakan suatu sistem yang mengharuskan sekolah 

untuk: menerima semua calon peserta didik yang mendaftar sesuai zonasinya 

tanpa terkecuali. Hal ini juga mengarahkan siswa untuk: mendaftar di sekolah 

yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada Kartu 

Keluarga. Dengan demikian dapat meminimalisir siswa pintar terkumpul di 

satu sekolah yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit. 

Sistem zonasi ini berlaku untuk: tingkat SD, S~ dan SMA sederajat 

kecuali pada SMK. Sebelum diterapkannya sistem zonasi ini dilakuk:an 

dengan menggunakan nilai tertinggi yang berasal dari nilai evaluasi belajar 

mumi (NEM). Hal ini mengakibatkan munculnya istilah sekolah favorit. 

Istilah inilah yang membuat para siswa baru berlomba-lomba untuk dapat 

masuk di sekolah yang dicap favorit tersebut sehingga berdampak negatif 

pemerintah wajib mengumumkan secara terbuk:a proses pelaksanaan dan 

informasi PPDB, antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung, dan 

hasil penerimaan peserta didik baru. 

Mekanisme pendaftaran PPDB baik ofjline maupun online, keduanya 

menerapkan sistem baru yaitu sistem zonasi. Sistem zonasi ini disebutkan 

dalam Pergub Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB 

pasal 18: 

1. PPDB SMAN berdasarkan pembagian wilayah (zona sekolah) 

2. ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah (zona sekolah) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Dinas Pendidikan". 
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"Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila 

temyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru 

antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak: 

imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk 

bagi sekolah-sekolah yang kurang favorit akibat rendahnya siswa baru yang 

mendaftar clan akhimya menjadi kekurangan murid. 

Penerimaan peserta didik baru tahun 2019 ini mengalami beberapa 

permasalahan. Salah satunya penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 

kabupaten sinjai. Pada PPDB tahun ini SMA Negeri 2 Sinjai adalah satu­ 

satunya SMA negeri di kabupaten Sinjai Selatan yang mengalami 

kekurangan pagu. Akibat dari kekurangan pagu maka dibukalah pendaftaran 

PPDB tahap 2, dimana dalam tahap 2 ini sudah tidak menggunakan sistem 

zonasi lagi. PPDB tahap 2 ini lebih cenderung dengan menggunakan sistem 

nilai danem. Berbeda dengan PPDB tahap pertama yang menerapkan sistem 

zonasi sesuai ketentuan. Sistem Zonasi PPDB yang sebenarnya sudah dibuat 

sejak tahun 2016 memiliki beberapa kelebihan. Menurut Mendikbud 

Muhadjir Effendy, sistem zonasi akan mempercepat pemerataan kualitas 

pendidikan di Indonesia. 

Muhadjir menginginkan setiap sekolah harus rnendapatkan guru 

dengan kualitas yang baik tanpa adanya perbedaan signifikan antar sekolah. 

Sistem zonasi ini juga menerapkan rotasi guru di dalam zona sesuai dengan 

amanat Undang-Undang. 
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